GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan
tertib administrasi pelaksanaan pembangunan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung agar dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, perlu menyusun Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;

b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033); ‘
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400),

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolan Keuangan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008
Nomor 1 Seri D);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Statistik dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun
2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ADMINISTRAS] PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
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11:

12

13.

14.

15.

16

17.

18.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Unit Kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat

yang melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pengguna Anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
bidang tugasnya.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit
Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

.Kelompok Kerja adalah perangkat organisasi Unit Layanan Pengadaan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-purchasing.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau yang selanjutnya disebut APIP
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan Kkegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat
musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai
program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan
standar satuan harga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

(1)

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa;

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh satuan kerja perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa.

Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pegadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE
adalah unit kerja yang menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya.

Administrasi Pembangunan adalah proses atau usaha mengendalikan,
mengelola program/kegiatan di berbagai bidang dimulai dari
perencanaan sampai pelaksanaannya secara efektif dan efisien agar
mencapai suatu pertumbuhan daerah yang direncanakan sesuai target
yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi
dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dalam melaksanakan Program/Kegiatan Pembangunan yang
bersumber dari APBD.
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()

(1)

()

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi
bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan
pembangunan yang bersumber dari APBD.

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

Sistematika Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Pemerintah Provinsi adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. BABI PENDAHULUAN;
A. Latar Belakang
B. Ruang Lingkup

C. Proses/Siklus Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
(Gambar 1.1 Proses/Siklus Pelaksanaan Administrasi
Pembagunan)

b. BABII ADMINISTRASI PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD;
A. Pejabat Pengelola Kegiatan
B. Rencana Umum Pengadaan

C. Rencana Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik (Tabel
II.1 Matriks Jadwal Pelaksanaan Pembangunan)

D. Kerangka Acuan Kerja (Tabel I1.3-7 Format KAK
Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa
konsultansi, Jasa Lainnya dan Swakelola)

c. BABIII ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD;

A. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan
Kegiatan

B. Pelaksanaan Program/Kegiatan
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d. BABIV PENGENDALIAN KEGIATAN APBD;
A. Bentuk pengendalian
B. Pembinaan
C. Pengawasan

e. BABV PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundarngkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 46 SERI E
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